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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

Menimbang

DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi
Kalimantan Timur atas Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2019 agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara melakukan penyesuaian dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah  Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara;

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
diatas, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu
dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014
tentang Kebijjakan Akuntansi Pemerintah  Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018
Nomor 51);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 16
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

Berapa Ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor
16) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2018 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan antara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah 1 Pasal
yaitu Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Penyusunan Laporan Keuvangan khusus Akuntansi beban,
Aset dan kewajiban Tahun 2020 dan seterusnya
berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran Nomor 11, Nomor 12 dan Nomor 13
diubah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati
ini.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Desember 2020
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 68
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PU 0, SH
NIP. 1978060%002 12 1 002




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 68 TAHUN 2020 TANGGAL 1 DESEMBER 2020
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
KUTAI KARTANEGARA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11
BEBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan
akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yvang ditulis
dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi beban adalah menetapkan dasar-dasar penyajian beban
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi beban ini diterapkan dalam penyajian Laporan Qperasional.

3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun laporan operasional yang
menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu

periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada
pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Bebap Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan / lembaga
tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa
yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.



KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12
AKUNTANSI ASET

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan
akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis
dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

PENDAHULUAN
Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi
untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam
laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan
keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah
daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah yang
meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

DEFINISI
4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelthara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau
berupa kas dan setara kas.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang
memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik
seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, schingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.



KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13
AKUNTANSI KEWAJIBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan
akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis
dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan dari pernyataan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan
akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi,

dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup
2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang
menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan
akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang
diperlukan.
3. Pernyataan kebijakan ini mengatur :
{a) Akuntansi kewajiban pemerintah daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang
Luar Negeri.
(b) Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.
fc) Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.
(d) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah daerah.
(e) Huruf (b), (c), dan (e} di atas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus
dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.
4.  Pernyataan kebijakan ini tidak mengatur :
(f) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai.
{g8) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari
transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti
pada paragraf 3 (b).
(h) Huruf (a) dan (b) akan diatur dalam pernyataan kebijakan tersendiri.
DEFINISI
5.  Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini :
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur
Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur



86. Kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun demikian
pemerintah harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada Catatan atas Laporan
Keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada tanggal neraca.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

87,

(a)

(b)

(€)

(d)
(e)

)

(8)

(h)

Jumlah salde kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan
berdasarkan pemberi pinjaman.
Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis
sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya.
Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang
berlaku.
Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
Kewajiban kontingensi meliputi :
1}karakteristik kewajiban kontingensi;
2)estimasi dari dampak finansial yang diukur;
3)indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus
keluar sumber daya,;
4) kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.
Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
(1)  pengurangan pinjaman;
(2) modifikasi persyaratan utang;
{3) pengurangan tingkat bunga pinjaman,
(4} pengunduran jatuh tempo pinjaman;
(5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
(6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang
berdasarkan kreditur.
Biaya pinjaman:
(1) perlakuan biaya pinjaman;
(2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
dan

(3)  tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
CHAIRIL ANWAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala ian Hukum

PU 0, SH
NIP. 1978060% 300212 1 002



